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Abstract: The objective of this research are to study the management of region finances in the 
pre and post of region autonomy, to study the effect to the application of region autonomy 
toward the economy of employment system in Riau Province. The data analyses is used cover 
of the financial ratio analysis to know the level of independent, effectiveness, efficiency, 
activity and Debt Service Coverage Ratio each the budget year. The model of econometric is 
used as the basic for the analysis of spending data and the government revenue toward PDRB 
and LPE. The result of this research shows the financial management happened changing from 
the new era to the reformation era nevertheless include to the regulation level, but in the 
operational regulation, the management is not happened changing yet. The evaluation of 
employment system is still increased with improve the indicator of finances employment 
system firstly look like the ratio of region finances. The analysis uses the econometric model 
that is got the government budget in agricultural, PAD, taxation that has effect toward 
PDRB.  

Keywords: region autonomy, financial management, debt service coverage ratio, region 
budget 

Abstrak: Tujuan penelitian ini mempelajari manajemen pengelolaan keuangan daerah pada 
waktu sebelum dan sesudah otonomi daerah dan untuk mempelajari pengaruh penerapan 
otonomi daerah terhadap sistem kerja di Provinsi Riau. Analisis data yang digunakan 
meliputi analisis rasio keuangan yang berguna untuk mengetahui tingkat independen, 
efektivitas, efisiensi, kegiatan, dan Debt Service Coverage Ratio pada setiap tahun anggaran. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen keuangan telah mengalami perubahan 
dari era baru ke era reformasi namun demikian masih dalam tingkat peraturan, sedangkan di 
tingkat regulasi operasional manajemen belum mengalami perubahan. Evaluasi sistem kerja 
yang tetap meningkat mengikuti perbaikan peningkatan indikator sistem kerja keuangan dan 
yang pertama terlihat adalah rasio keuangan daerah. Analisis ini menggunakan model 
ekonometrik yang mendapat anggaran pemerintah seperti dalam pertanian, PAD, perpajakan 
yang berpengaruh terhadap PDRB. 

Kata kunci: otonomi daerah, manajemen keuangan, debt service coverage ratio, anggaran 
keuangan daerah 

PENDAHULUAN 

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia 
dapat dipandang sebagai suatu strategi yang 
memiliki tujuan ganda. Pertama, pelaksanaan 
otonomi daerah merupakan strategi untuk 
merespon perubahan masyarakat daerah ter-

hadap tiga permasalahan utama, yaitu sharing of 
power, distribution of income, dan kemandirian 
sistem manajemen di daerah. Kedua, otonomi 
daerah dimaksudkan strategi untuk memper-
kuat perekonomian daerah dalam rangka mem-
perkokoh perekonomian nasional untuk meng-
hadapi era perdagangan bebas (Mardiasmo, 
2002). Otonomi daerah diharapkan dapat 
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memberikan kesempatan pada daerah dalam 
membangun melalui usaha peningkatan partisi-
pasi aktif masyarakat. Oleh karena itu dalam 
pengelolaan keuangan daerah seyogyanya di-
dasari prinsip-prinsip transparansi, akuntabi-
litas, dan value for money (Devas, 1989). 

Sejak digulirkannya kebijakan otonomi 
daerah melalui Undang-Undang Nomor 22 dan 
25 tahun 1999, dan direvisi melalui Undang-
Undang Nomor 32/2004 tentang Pemerintahan 
Daerah dan UU Nomor 33/2004 tentang Perim-
bangan Keuangan Pusat dan daerah. Anehnya, 
dalam kedua kebijakan ini, juga mengatur hal 
yang berkaitan dengan perencanaan dan 
penganggaran di daerah. Keempat kebijakan ini 
mengatur hal yang tidak jauh berbeda menge-
nai perencanaan dan penganggaran. UU 
Nomor 25/2004 mengatur khusus mengenai 
perencanaan, sementara UU Nomor 17/2004 
mengatur pengelolaan keuangan negara dan 
daerah, sedangkan UU Nomor 32 dan 33 Tahun 
2004 mengatur perencanaan dan penganggaran 
di daerah. Artinya, proses perencanaan dan 
penganggaran di daerah harus mengacu ke 
empat undang-undang ini. Tidak menutup 
kemungkinan, keempat undang-undang yang 
memiliki kekuatan hukum yang sama kuat ini 
dapat menimbulkan multiinterpretasi dalam 
implementasinya, mengingat keempatnya me-
ngatur substansi yang saling terkait (Bastian, 
2006). 

Dari permasalahan perundang-undangan 
di atas, yang menjadi korban pertama dari 
kebijakan ini adalah pemerintah daerah menga-
lami kegamangan aturan yang akan dijadikan 
acuan dalam perencanaan dan penganggaran. 
Akibatnya, dapat terjadi ketidakefisienan dan 
efektivitas dalam proses perencanaan dan 
penganggaran di daerah serta pada saat imple-
mentasi pembangunan. Berdasarkan hal inilah 
perlu dilakukan kajian kebijakan secara kom-
prehensif berkaitan dengan pengelolaan ke-
uangan di daerah provinsi Riau. 

Pertumbuhan menuju paradigma peme-
rataan pembangunan secara adil dan berim-
bang di provinsi Riau setelah reformasi ini 
perlu ditinjau. Anggaran daerah yang mening-
kat jumlahnya apakah telah sesuai dengan 
tujuan yang diharapkan. Anggaran belanja 
pemerintah yang meningkat dan diikuti dengan 

peningkatan pendapatan pemerintah provinsi 
perlu ditinjau seberapa besar pengaruhnya. 

Kajian pembangunan daerah ini mengang-
kat topik suatu pengelolaan keuangan daerah 
yang didasarkan pada prinsip-prinsip trans-
paransi, akuntabilitas dan value for money di 
provinsi Riau. Permasalahan-permasalahan spe-
sifik yang mendasari kajian adalah sebagai 
berikut:  
(1) Apakah program pengelolaan keuangan 
daerah sudah sesuai dengan siklus anggaran? 
Siklus yang terdiri dari perencanaan tujuan 
dasar, perencanaan operasional, penganggaran, 
pengendalian dan pengukuran, pelaporan, 
analisis, dan umpan balik telah dilaksanakan 
pada mekanisme penentuan anggaran di dae-
rah; (2) Apakah tolok ukur sebagai alat ukur 
manajemen pengelola keuangan daerah sudah 
tepat? Diperlukan untuk menilai manajemen 
pengelolaan dari hasil-hasil pelaksanaan yang 
telah dicapai untuk evaluasi pelaksanaan 
pengelolaan tahun mendatang; (3) Bagaimana-
kah program pengelolaan keuangan daerah 
sebelum dan sesudah diterapkannya otonomi 
daerah? Pada masa orde baru dan pada era 
reformasi telah terjadi perubahan program 
pengelolaan keuangan daerah sehingga perlu 
ditinjau apakah programnya atau pelaksananya 
yang tidak sesuai; (4) Bagaimanakah dampak 
penerapan otonomi daerah terhadap kinerja 
perekonomian daerah provinsi Riau? Dengan 
penerapan ekonomi daerah perlu ditinjau seb-
erapa jauh pengaruh belanja dan pendapatan 
pemerintah terhadap PDRB dan LPE; (5) 
Bagaimanakah dampak krisis ekonomi terha-
dap kinerja perekonomian daerah provinsi 
Riau?  

Tujuan dari kajian pembangunan daerah 
ini adalah: (1) Membandingkan program 
pengelolaan keuangan daerah sebelum dan 
sesudah otonomi daerah beserta tolok ukur 
kinerjanya; (2) Menganalisis pengaruh belanja 
pemerintah dan pendapatan terhadap pereko-
nomian daerah; (3) Menelaah dan menganalisis 
dampak krisis ekonomi terhadap kinerja per-
ekonomian daerah provinsi Riau 

Lingkup penelitian ini untuk provinsi Riau 
dengan menelaah komponen-komponen pene-
rimaan dan pengeluaran dari sektor-sektor 
utama yaitu pertanian, pertambangan, pari-
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wisata, dan industri. Sektor tersebut penting 
untuk diperhatikan karena mempunyai penga-
ruh yang besar terhadap pendapatan dan 
penerimaan pemerintah provinsi Riau. 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi 
sumbangan pemikiran bagi masyarakat dalam 
pengambil keputusan pengelolaan keuangan 
daerah, khususnya provinsi Riau sebagai kon-
sekuensi logis dari pelaksanaan otonomi daerah 
dalam melakukan referensi anggaran. 

Kerangka Pemikiran. Di dalam melakukan 
analisis terhadap program pengelolaan keuang-
an daerah dalam penentuan anggaran peneri-
maan dan pengeluaran ditentukan dari faktor-
faktor:  
(1) Tolok ukur yang dipakai dalam manajemen 
keuangan. Pengelolaan keuangan yang baik 
adalah sederhana, lengkap, berhasil guna dan 
mudah disesuaikan. Sistem sederhana berarti 
lebih mudah dipahami dan dipelajari sehingga 
tata cara sederhana sejalan dengan hasil dan 
tujuan yang hendak dicapai. Pengelolaan 
keuangan harus mencakup segi keuangan 
setiap kegiatan daerah. Kegiatan menyusun 
anggaran harus menegakkan keabsahan peneri-
maan dan pengeluaran. Berhasil guna mengha-
ruskan pemerintah daerah menyelesaikan ren-
cana anggaran pada tanggal tertentu dan cukup 
menjamin terciptanya hasil guna yang tinggi 
dapat diperoleh. Berdayaguna yaitu bahwa 
pengelolaan keuangan bersangkutan harus 
dinaikkan setinggi-tingginya dan dapat dicapai 
dengan biaya yang serendah-rendahnya dari 
sudut jumlah petugas dan dana (Elmi, 2002). 
(2) Program pengelolaan yang sudah dilakukan. 
Sistem dan prosedur keuangan daerah diatur 
dengan keputusan kepala daerah sesuai dengan 
peraturan pemerintah. Sistem ini meliputi 
struktur organisasi, dokumentasi, dan prosedur 
terperinci dalam pelaksanaan pengelolaan 
keuangan, yang bertujuan untuk meningkatkan 
efektivitas, efisiensi, dan kemandirian. 
(3) Cara penentuan anggaran. Penentuan angga-
ran dapat ditentukan dengan cara: anggaran 
belanja tidak berimbang, anggaran belanja 
seimbang. Setelah didapat besaran anggaran 
pendapatan dan pengeluaran diadakan analisis 
keuangan dari segi efisiensi dan efektifitas 
program pengelolaan dan tolak ukur yang 
dipakai dalam menilai kinerja keuangan dae-

rah. Analisis keuangan digunakan rasio ke-
uangan daerah seperti Rasion keuangan daerah 
seperti rasio kemandirian, rasio efektivitas, 
rasio aktivitas, DCSR, dan rasio pertumbuhan. 

Jika hasil yang didapat sesuai kebutuhan 
keuangan dari segi pendapatan dan penge-
luaran maka program dapat dipakai dan 
sebaliknya, jika tidak sesuai dengan kebutuhan 
pendapatan dan pengeluaran maka dibuat 
usulan alternatif dengan merubah ketiga faktor 
tersebut di atas, sehingga sampai pada hasil 
analisis keuangan sesuai dengan kebutuhan 
anggaran pendapatan dan pengeluaran. Untuk 
lebih jelas kerangka pemikiran ini tertuang 
pada Gambar 1. 

METODE PENELITIAN 

Pendekatan Kajian 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif 
analisis yang membuat gambaran atau lukisan 
secara sistematis, faktual dan akurat mengenai 
faktor-faktor, sifat-sifat serta hubungan antar-
fenomena yang diselidiki. Metode deskriptif 
adalah pencarian fakta dengan interpretasi 
yang tepat. Menurut Nazir (1999), penelitian 
deskriptif adalah studi untuk menemukan fakta 
dengan interpretasi yang tepat, sedangkan 
studi analitis ditujukan untuk menguji hipo-
tesis-hipotesis dan mengadakan interpretasi 
yang lebih dalam tentang hubungan-hubungan. 

Obyek kajian ini adalah program penge-
lolaan keuangan daerah pada sebelum dan 
sesudah diberlakukan otonomi daerah. Dengan 
aspek kajian meliputi Produk Domestik Region-
al Bruto (PDRB), Laju Pertumbuhan Ekonomi 
(LPE), Belanja Pemerintah, Pendapatan peme-
rintah provinsi Riau. PDRB dan LPE dikaji pada 
saat harga dasar tahun tertenu pada kondisi 
dengan minyak dan gas dan tanpa minyak dan 
gas. Dikaji juga pengaruh krisis ekonomi tahun 
1997 dan pelaksanaan otonomi daerah tahun 
2001. 

Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah data sekunder. Data sekunder adalah 
data yang diperoleh dari hasil publikasi oleh 
instansi-instansi yang terkait terutama yang 
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berhubungan dengan keuangan daerah. Untuk 
mencapai tujuan kajian, maka data yang 
digunakan adalah Produk Domestik Regional 
Bruto (PDRB), Laju Pertumbuhan Ekonomi 
(LPE), dan Belanja Pemerintah, Pendapatan 
Pemerintah Provinsi Riau dari tahun 1981 
sampai tahun 2007. Metode pengumpulan data 
yang digunakan adalah studi dokumen untuk 
memperoleh data sekunder time series. Adapun 
data, karakteristik, periode, dan sumber data 
yang digunakan dapat dilihat pada Tabel 1. 

Metode Pengolahan dan Analisis Data 

Untuk menjawab tujuan penelitian, digunakan 
analisis kualitatif dan kuantitatif. Untuk mem-
peroleh atau mengetahui perkembangan setiap 
variabel yang diteliti dilakukan perhitungan 
laju pertumbuhan dengan metoda End to End 
(Susanti, dkk, 1995). Sedangkan untuk mengana-
lisis pengaruh belanja dan pendapatan terha-
dap perekonomian daerah serta dampak krisis 

terhadap perekonomian daerah dilakukan 
analisis ekonometrika/ regresi berganda.  

Persamaan ekonometrika yang digunakan 
adalah sebagai berikut: 
(1) PDRB sebagai fungsi dari Belanja (penge-
luaran) pemerintah daerah: 

PDRBt = βo + β1ΒPertt + β2ΒPariwt + 

 β3ΒPertamt + β4Dt + εt (1) 

dimana Dt adalah variabel boneka (dummy) 
untuk menangkap pengaruh krisis ekonomi 
tahun 1997, Dt = 1 untuk tahun 1997 dan Dt= 0 
untuk lainnya, PDRBt adalah Produk Domestik 
Regional Bruto tahun ke t, Βpertt adalah Belanja 
Pertanian tahun ke t, terdiri dari alokasi ang-
garan APBD sektor Pertanian, Βpariwt adalah 
Belanja Pariwisata tahun ke t, terdiri dari alo-
kasi anggaran APBD Sektor Pariwisata, Βpertamt 
adalah Belanja Pertambangan tahun ke t, terdiri 
dari alokasi anggaran APBD sektor Pertam-

 Dasar Hukum Pengelolaan Keuangan (Pusat) 

Mekanisme Penentuan 
Anggaran di Daerah 

Tolok Ukur Pengelolaan 
Keuangan dan Daerah 

Dasar Hukum Pengelolaan 
Keuangan di Daerah 

Program Pengelolaan Keuangan Daerah 
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 Efisiensi 
 Efektivitas 
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Gambar 1. Kerangka Pemikiran 
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bangan, βi; i= 1,2,3,4 adalah parameter regresi, 
Β1, β2, β3>0, berarti peningkatan belanja peme-
rintah untuk masing-masing sektor tersebut 
dapat memicu peningkatan output (PDRB) Riau, 
Β4<0, terjadinya krisis ekonomi berdampak 
negatif terhadap PDRB, Εt adalah Error term (2) 
PDRB sebagai fungsi dari Pendapatan (Pene-
rimaan) Pemerintah: 

PDRBt = αo + α1PPjkt + α2PPADt + α3PPust + 

 α4Dt + εt  (2) 

dimana PPjkt adalah Pendapatan dari Pajak 
tahun ke t, terdiri dari Pajak Penghasilan, PPn, 
PPnBM, Pajak lain, PBB, BPHTB; PPADt adalah 
Pendapatan dari PAD tahun ke t, terdiri dari 
Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan 
Perusahaan Daerah, Penerimaan Langsung; 
Ppust adalah Pendapatan dari Bantuan Pusat 
tahun ke t, terdiri dari Bagian bagi Hasil Pajak/ 
Bukan Pajak, Bagian Sumbangan dan Bantuan, 
Bagian Penerimaan Bangunan α i: i = 1,2,3,4 
adalah Parameter regresi α1≠0, α2≠0, α3≠0, ber-
arti peningkatan dan penurunan pendapatan 
untuk masing-masing sektor tersebut dapat 
meningkatkan output (PDRB), α4<0, terjadinya 
krisis berdampak negatif terhadap PDRB, Εt 
adalah Error term. 
(3) Laju Pertumbuhan Ekonomi sebagai Fungsi 
dari Belanja Pemerintah 

LPEt =  βo + β1ΒPertt + β2ΒPariwt + 

 β3ΒPertamt + β4Dt + εt  (3) 

dimana LPEt adalah Laju Pertumbuhan Eko-
nomi tahun ke t; Βpertt adalah Belanja Perta-
nian tahun ke t, terdiri dari alokasi anggaran 
APBD sektor pertanian; Βpariwt adalah Belanja 
Pariwisata tahun ke t, terdiri dari alokasi ang-
garan APBD sektor Pariwisata; Βpertamt ada-
lah Belanja Pertambangan tahun ke t, terdiri 
dari alokasi anggaran APBD sektor pertam-
bangan; βi; i = 1,2,3,4 adalah parameter regresi 
Β1, β2, β3>0, berarti Peningkatan Laju Pertum-
buhan Ekonomi belanja pemerintah untuk 
masing-masing sektor tersebut dapat memicu 
peningkatan output (LPE) Riau Β4<0, Terjadinya 
krisis ekonomi berdampak negatif terhadap 
LPE; Εt adalah Error term. 
(4) Laju Pertumbuhan Ekonomi sebagai Fungsi 
dari Penerimaan Pemerintah 

LPEt =  αo + α1PPjkt + α2PPADt + α3PPust + 

 α4Dt + εt  (4) 

dimana LPEt adalah Laju Pertumbuhan Ekono-
mi tahun ke t; PPjkt adalah Pendapatan dari 
Pajak tahun ke t, terdiri dari Pajak Penghasilan, 
PPn, PPnBM, Pajak lain, PBB, BPHTB; PPADt 
adalah Pendapatan dari PAD tahun ke t, terdiri 
dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapat-
an Perusahaan Daerah, Penerimaan Langsung; 

Tabel 1. Karakteristik, Periode, dan Sumber Data 

 Data Karakteristik Data Periode Sumber 

PDRB PDRB berdasarkan harga konstan dengan 
migas dan tanpa migas 

1990 – 2007 BPS Provinsi Riau 

LPE LPE berdasarkan harga konstan dengan migas 
dan tanpa migas 

1990 – 2007 BPS Provinsi Riau 

Belanja 
Pemerintah 

Belanja pemerintah berdasarkan harga konstan 
dengan migas dan tanpa migas 

1981 – 2007 BPS Provinsi Riau 

Pendapatan 
Pemerintah 

Pendapatan pemerintah berdasarkan harga 
konstan dengan migas dan tanpa migas 

1981 – 2007 BPS Provinsi Riau 

APBD APBD berdasarkan harga nominal 1990 – 2007 Biro Keuangan 
Kantor Gubernur 

PAD PAD berdasarkan harga nominal 1981 – 2007 Biro Keuangan 
Kantor Gubernur 
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Ppust adalah Pendapatan dari Bantuan Pusat 
tahun ke t, terdiri dari Bagian bagi Hasil Pajak/ 
Bukan Pajak, Bagian Sumbangan dan Bantuan, 
Bagian Penerimaan Bangunan; αi: i=1,2,3,4 
adalah Parameter regresi α1, α2, α3>0 berarti 
peningkatan dan penurunan pendapatan untuk 
masing-masing sektor tersebut dapat memicu 
peningkatan output (LPE), sedangkan jika α4<0 
berarti terjadinya krisis berdampak negatif 
terhadap LPE; Εt adalah Error term. 

 Analisis data menggunakan program 
Excel dan SPSS 12.0. Secara rinci analisis data 
yang digunakan diuraikan pada Tabel 2. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengelolaan Keuangan Daerah Era Orde 
Baru 

Pengelolaan keuangan daerah era Orde Baru 
banyak dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah 
pusat, sehingga dalam pelaksanaan menimbul-
kan persoalan-persoalan yang harus dihadapi 
seperti:  
(1) Tugas keuangan yang terbagi-bagi antara 
dinas sehingga tidak satu orang yang bertang-
gung jawab penuh atas pengawasan keuangan 
secara keseluruhan;  
(2) Tidak ada jenjang jabatan di bidang keuang-
an bagi pegawai daerah sehingga keahlian 
sangat sempit dan tidak menuntut daya cipta,  
(3) Peluang untuk melakukan penyelewengan 
keuangan terbuka karena terbatasnya pemin-
dahan pegawai antara jenis tugas keuangan,  
(4) Bendaharawan untuk proyek sangat diper-

lukan sedangkan untuk proyek-proyek kecuali 
cukup dilaksanakan bagian keuangan bersang-
kutan,  
(5) Belum adanya sistem tertentu yang diguna-
kan pemerintah daerah dalam menyusun pro-
gram penerimaan dan pengeluaran jangka me-
nengah mengakibatkan anggaran tahunan dae-
rah disiapkan tanpa berpedoman pada jangka 
panjang. 

Berbagai kelemahan yang terjadi pada 
masa ini telah mengakibatkan merosotnya kre-
dibilitas masyarakat terhadap penyelenggaraan 
pemerintah. Sebagai indikasi seperti maraknya 
KKN serta buruknya kualitas pelayanan publik 
yang tidak sesuai dengan sasaran yang dicapai. 

Pengelolaan Keuangan Daerah Era 
Reformasi 

Proses desentralisasi keuangan yang berjalan 
membuka beberapa pelajaran penting untuk 
pertumbuhan perekonomian daerah, antara 
lain:  
(1) Pemerintah pusat belum menerapkan pera-
turan fiskal yang fleksibel untuk membiayai 
kekurangan-kekurangan di budget daerah,  
(2) Desentralisasi fiskal tidak menciptakan 
tekanan yang kuat dalam anggaran pemerintah 
pada awalnya namun belakangan tekanan ter-
sebut makin terasa karena meningkatnya per-
mintaan dari pemda-pemda agar dana pem-
bangunan daerah ditingkatkan,  
(3) Pengaturan DAK, DAU yang berakhir me-
mungkinkan pemda-pemda meningkatkan dis-
cretionary expenditure power (kekuatan penge-
luaran secara diskret). Keadaan ini lebih me-

Tabel 2. Metode Analisis untuk Membahas Tujuan 

No. Tujuan Data Metode Analisis 

1. Membandingkan program pengelolaan 
keuangan daerah sebelum dan sesudah 
otonomi daerah beserta tolok ukur 
kinerjanya 

Peraturan Perundang-
undangan, PDRB, LPE, Rasio 
Keuangan 

Kualitatif 

2. Menganalisis pengaruh belanja pemerintah 
dan pendapatan terhadap perekonomian 
daerah 

Belanja Daerah, penerimaan 
daerah, PDRB, LPE, Rasio 
Keuangan 

Kualitatif 

3. Menelaah dan menganalisis dampak krisis 
ekonomi terhadap kinerja perekonomian 
daerah provinsi Riau 

PDRB, LPE Ekonometrika 
(Regresi Berganda) 
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mungkinkan pemda-pemda untuk menekan 
defisit anggaran masing-masing,  
(4) Desentralisasi fiskal pada tahun pertama 
gagal untuk mengatasi kesenjangan kesejah-
teraan antardaerah, sehingga masih diperlukan 
adanya pembentukan konsensus antar pemda-
pemda dan pemerintah pusat dalam menen-
tukan arah kebijakan mengatasi kesenjangan 
kesejahteraan antardaerah, sehingga masih 
diperlukan adanya pembentukan konsensus 
antar pemda-pemda dan pemerintah pusat da-
lam menentukan arah kebijakan mengatasi 
kesenjangan tersebut secepatnya. Namun demi-
kian, dinyatakan bahwa proses reformasi 
keuangan daerah terdapat jumlah uang lebih 
besar dua kali lipat dibandingkan dengan 
sistem sebelumnya, yang secara potensial 
menaikkan pendapatan daerah.  

Perkembangan Pendapatan, Belanja dan 
Perekomian Daerah (PDRB) dan 
Pendapatan Regional Provinsi Riau 

Selama periode 1981 hingga 2007, pendapatan 
daerah provinsi Riau mengalami peningkatan 
yang cukup tinggi. Pendapatan dari pajak 
mempunyai laju pertumbuhan yang lebih 
tinggi dibanding pendaptan asli daerah dan 
bantuan pusat. Pendapatan pajak memberikan 
kontribusi terbesar, diikuti dengan bantuan 
pusat dan pendapatan asli daerah. Pendapatan 
dari pajak mengalami pertumbuhan sebesar 
73,38 persen setiap tahunnya. Pendapatan asli 
daerah (PAD) provinsi Riau, selama periode 
1981 hingga 2007. Pendapatan Asli Daerah 
provinsi Riau pada tahun 1981 baru mencapai 
sebesar Rp6,4 milyar dan pada tahun 2007 
meningkat menjadi Rp1,25 Trilyun, atau meng-
alami peningkatan sebesar 22,51 persen setiap 
tahunnya. Sedangkan Bantuan pusat meng-
alami peningkatan setiap tahunnya sebesar 
17,87 persen. 

Peningkatan pendapatan tersebut, berim-
plikasi kepada peningkatan belanja pemerintah. 
Belanja pemerintah mengalami peningkatan 
setiap tahunnya mencapai 28,48 persen. Pada 
tahun 1994/1995 total belanja pemerintah 
mencapai Rp183,87 miliar, pada tahun 2007 
meningkat menjadi Rp3,726 Triliun. Belanja 
rutin mengalami peningkatan yang relatif sama 
dengan laju peningkatan belanja pembangunan. 

Belanja rutin pemerintah meningkat sebesar 
26,1 persen setiap tahunnya dan belanja pemba-
ngunan meningkat sebesar 29,98 persen. 
Sehingga diberlakukan undang-undang oto-
nomi daerah berpengaruh pada kenaikan 
anggaran pendapatan dan belanja daerah 
provinsi Riau. 

Belanja pariwisata mengalami perkem-
bangan yang lebih baik dibanding dengan 
belanja sektor pertanian dan pertambangan. 
Laju pertumbuhan belanja pariwisata setiap 
tahunnya mencapai 35,22 persen, pertanian 
sebesar 29,51 persen dan pertambangan 27,65 
persen. 

Produk Domestik Regional Bruto atas har-
ga konstan dengan migas dan tanpa migas 
provinsi Riau dari tahun 1990 hingga 2007 
mengalami peningkatan setiap. PDRB atas har-
ga konstan tanpa migas, mengalami pening-
katan rata-rata 19,62 persen setiap tahunnya, 
sedangkan dengan migas mengalami pening-
katan 12,95 persen. Hal ini berarti bahwa 
Produk Domestik Regional Bruto tanpa migas 
lebih tinggi mengalami peningkatan setiap 
tahunnya. Peningkatan laju pertumbuhan Pro-
duk Domestik Regional Bruto yang relatif 
besarnya ini, ternyata tidak diikuti dengan 
perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi. 
Laju pertumbuhan ekonomi dengan migas 
hanya mengalami peningkatan rata-rata 3,27 
persen setiap tahunnya, sebaliknya laju per-
tumbuhan ekonomi tanpa migas mengalami 
penurunan sebesar 1,43 persen setiap tahunnya. 
Laju pertumbuhan ekonomi dengan migas 
pada tahun 2007 mencapai 8,25 persen sedang-
kan pada tahun 1991 mencapai 10,53 persen. 

Hasil analisis juga menunjukkan bahwa 
pendapatan regional per kapita provinsi Riau 
tanpa migas mengalami peningkatan yang lebih 
besar dibandingkan pendapatan regional per 
kapita dengan migas. Pendapatan regional per 
kapita tanpa migas mengalami pertumbuhan 
sebesar 11,00 persen setiap tahunnya, sedang-
kan dengan migas hanya mengalami pertum-
buhan setiap tahunnya 8,38 persen.  

Analisis Rasio Keuangan 

Berdasarkan analisis Rasio Kemandirian Ke-
uangan Daerah, diperoleh bahwa rasio keman-
dirian daerah dalam mencukupi kebutuhan 
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pembiayaan untuk melakukan tugas-tugas 
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan 
sosial masyarakat cenderung mengalami pe-
nurunan hingga tahun 2000. Namun setelah 
tahun 2000 rasio efektivitas memperlihatkan 
kecenderungan meningkat. Hasil analisis rasio 
efektifitas, menunjukkan bahwa Rasio efek-
tivitas hanya mengalami pertumbuhan rata-rata 
0,24 persen setiap tahunnya. Rasio efektivitas 
terbesar terjadi pada tahun 1998/1999 yakni 
mencapai 2,50 dan terkecil pada tahun 2001 
yakni hanya mencapai 0,19. Sedangkan per-
hitungan DSCR provinsi Riau selama 8 tahun 
terakhir mengalami peningkatan yang signifi-
kan. 

Dari hasil analisis lebih lanjut terhadap 
belanja daerah, penerimaan daerah, PDRB, Laju 
pertumbuhan ekonomi dan rasio keuangan, 
menggambarkan bahwa telah terjadi ketidak-
efisienan dan keefektifan dalam pengelolaan 
keuangan daerah, terutama dalam perencanaan 
penganggaran, hal ini dapat dilihat pada feno-
mena-fenomena dalam perencanaan pengang-
garan daerah provinsi Riau. Seperti yang 
dikemukakan oleh Bastian (2006), bahwa telah 
timbul fenomena-fenomena ketidakefektifan 
dan ketidakefisienan dalam perencanaan dan 
penganggaran daerah, antara lain:  
(1) Asimetri antara perencanaan dan anggaran 
pembangunan dengan permasalahan yang di-
hadapi oleh masyarakat, (2) Tidak transparan-
nya program hasil musyawarah perencanaan 
pembangunan dalam produk perencanaan dan 
penganggaran yang ditetapkan pemerintah, (3) 
Mayoritas dana APBD dinikmati oleh birokrasi, 
(4) Perencanaan dan anggaran yang tidak peka 
terhadap gender, (5) Perencanaan dan anggaran 
merupakan kolusi antara birokrasi dan DPRD, 
(6) Meningkatnya biaya rutin, (7) Kesenjangan 
pendapatan dan potensi daerah, dan (8) Penyu-
sutan aktiva pemerintah daerah karena proses 
lelang yang tidak adil. 

Analisis Ekonometrika Pengaruh Belanja 
dan Pendapatan Daerah terhadap PDRB dan 
LPE  

Hasil analisis ekonometrika pengaruh belanja 
dan pendapatan daerah terhadap PDRB dan 
LPE menunjukkan hasil sebagai berikut (dapat 
dilihat dalam Tabel 3):  

(1) Belanja pemerintah bidang pertanian berpe-
ngaruh terhadap PDRB sehingga masih perlu 
ditingkatkan karena peningkatan biaya peme-
rintah bidang pertanian jelas akan menaikkan 
PDRB serta mengurangi pengangguran dan 
hasil produksi pertanian diperlukan bagi 
masyarakat serta mengurangi beban masyara-
kat pada pemerintah untuk penyediaan peker-
jaan sektor lainnya;  
(2) Belanja pemerintah bidang pariwisata sa-
ngat berpengaruh sekali terhadap PDRB pro-
vinsi Riau. Hal ini ditunjukkan oleh variabel 
penjelas yang nyata besar sekali. Hal ini perlu 
didukung oleh pemerintah untuk tetap diperta-
hankan agar kesejahteraan masyarakat lebih 
meningkat lagi di masa mendatang;  
(3) Pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh 
positif terhadap PDRB. Hal ini ditunjukkan 
oleh variabel penjelas independen nyata yang 
positif. Sehingga untuk meningkatkan PDRB 
maka diperlukan strategi manajemen keuangan 
daerah yang meningkatkan PAD;  
(4) Pendapatan pajak berpengaruh terhadap 
PDRB, tetapi penekanan pajak yang besar be-
lum tentu berpengaruh positif terhadap PDRB. 
Walaupun pengaruh kecil, pembebanan pajak 
yang besar dapat menurunkan minat investasi 
dari pengusaha karena menetapkan beban 
pajak yang tinggi;  
(5) Bantuan pusat berpengaruh negatif terha-
dap PDRB karena bantuan yang besar dari 
pusat justru mengurangi terhadap PDRB. Hal 
ini tentu terkait dengan masyarakat, jika 
banyak bantuan besar, maka masyarakat cende-
rung menunggu bantuan tanpa banyak berusa-
ha atau malas;  
(6) Pendapatan pajak dari sektor pertanian ber-
pengaruh positif terhadap PDRB hal ini perlu 
dijaga dan tidak perlu ditingkatkan pendapatan 
pajak sektor pertanian karena akan mengurangi 
usaha masyarakat di bidang pertanian; 
(7) Belanja pertambangan berpengaruh sangat 
negatif terhadap PDRB sehingga tidak perlu 
peningkatan belanja pemerintah bidang per-
tambangan karena akan mengurangi PDRB dan 
tidak berpengaruh untuk meningkatkan kese-
jahteraan masyarakat. Sebaiknya belanja ini 
dimasukkan ke dalam badan usaha negara 
(BUMN/BUMD) yang harus menimbulkan ke-
untungan untuk negara atau daerah. Peme-
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rintah jangan mengeluarkan biaya yang besar 
yang hanya untuk mendapatkan retribusi yang 
kecil serta mendapat kerusakan lingkungan 
akibat pekerjaan pertambangan di bidang 
galian tersebut;  
(8) Pajak dari sektor pertambangan meningkat-
kan PDRB tetapi perlu diawasi kerusakan 
lingkungan akibat usaha-usaha galian yang 
mengurangi lahan pertanian serta tata guna air. 
Hal ini berhubungan dengan penggunaan biaya 
pemerintah pada sektor pertambangan;  
(9) Desentralisasi berpengaruh positif terhadap 
kenaikan PDRB pada pendapatan sektor pajak 
dan pendapatan asli daerah (PAD) dan berpe-
ngaruh negatif terhadap pendapatan dari sek-
tor pajak dan sektor pertanian dan pertambang-
an. Sehingga dalam pelaksanaan desentralisasi 

pemerintah lebih meningkatkan pendapatan 
yang bersumber pada pendapatan asli daerah 
(PAD);  
(10) Krisis ekonomi yang terjadi tidak banyak 
berpengaruh terhadap PDRB provinsi Riau. 

SIMPULAN 

Program pengelolaan keuangan daerah telah 
mengalami perubahan dari Orde Baru ke Orde 
Reformasi, dimana penentuan anggaran daerah 
cukup di DPRD, tidak perlu mendapat perse-
tujuan dari Menteri Dalam Negeri untuk 
provinsi dan persetujuan dari Gubernur untuk 
kabupaten/kota. Namun ini baru dalam taraf 
aturan, sedangkan pada tatanan operasional, 

Tabel  3. Ringkasan Hasil Analisis Regresi PDRB dan LPE tanpa Minyak dan Gas  
 (Model-model yang Signifikan) 

No. M o d e l Koofisien Determinasi 

(1) (2) (3) 
I. Tanpa Minyak dan Gas (Memasukkan Dummy Krisis)  

1. PDRB = 2982688.75 + 0,00286ΒPert + 4,683ΒPariw – 0,5510ΒPertam  + ε  R² = 0,9670  α = 0,10 

2. PDRB = 3291395,19 + 0,0012PPjk + 0,0396PPAD – 0,0062PPus +  ε R² = 0,9558 α = 0,05 

3. PDRB = 3.033.040,09 + 0,1193PPjkSekPer + 0,0092PPjkPertam  + ε R² = 0,9711 α = 0,10 

4. LPE = 0,0708  - 7,648 E-11PPjk + 6,631E-10PPAD+5,2506E-11PPus +  ε R² = 0,6495 α = 0,05 

II. Tanpa Minyak dan Gas (Memasukkan Dummy Desentralisasi)  

5. PDRB = 2994963,64  + 4,5311ΒPariw + ε R² = 0,9682 α = 0,05 

6. PDRB = 3297837,70 + 0,0012PPjk + 0,0447PPAD – 0,0080PPus + 
1843836,02D + ε 

R² = 0,9637 α = 0,10 

7. PDRB = 2725393,41 + 0,0634PPjkSekPer + 0,0276PPjkPertam -   2706182,17D 
+ ε 

R² = 0,9845 α = 0,05 

8. LPE = 0,0703  - 7,4745 E-11PPjk + 7,0511E-10PPAD+4,33106E-11PPus +  ε R² = 0,6240  α = 0,05 
9. LPE = 0,0541  - 6,3681 E-09PPjkSekPer + 1,7557E-09PPjkPertam- 

0,1741DDes +  ε 
R² = 0,6380 α = 0,05 

III. Dengan Minyak dan Gas (Memasukkan Dummy Krisis)  
10. PDRB = 2982688.75 + 0,0419ΒPert +9,6667ΒPariw – 1,6081ΒPertam  + ε  R² = 0,9130  α = 0,10 

11. PDRB = 3291395,19 + 0,0868PPAD – 0,0134PPus +  ε R² = 0,9031 α = 0,05 

12. PDRB = 3.033.040,09 + 0,2308PPjkSekPer + ε R² = 0,8986 α = 0,10 

IV. Dengan Minyak dan Gas (Memasukkan Dummy Desentralisasi)  

13. PDRB = 10371046,36  + 8,9446ΒPariw  + ε  R² = 0,9180  α = 0,05 

14. PDRB = 10945639,82 + 0,0987 PPAD – 0,0177PPus +4940193,013  DDes + ε R² = 0,9196  α = 0,10 

15. PDRB = 10042691,05 + 0,048PPjkPertam - 5470130,19 DDes +ε R² = 0,9156 α = 0,10 

 



Jurnal Akuntansi dan Keuangan Volume 7, Nomor 2, September 2008: 105-114 114 

pengelolaan masih belum banyak mengalami 
perubahan. Belanja pemerintah bidang per-
tanian, pariwisata dan pendapatan asli daerah, 
dan pendapatan dari pajak sektor pertanian 
dan pertambangan berpengaruh positif terha-
dap PDRB provinsi Riau, sedangkan belanja 
pertambangan berpengaruh sangat negatif 
terhadap PDRB. Pajak dari sektor pertambang-
an meningkatkan PDRB tetapi perlu diawasi 
kerusakan lingkungan akibat usaha-usaha 
galian yang mengurangi lahan pertanian serta 
tata guna air. Hal ini berhubungan dengan 
penggunaan biaya pemerintah pada sektor per-
tambangan. Implementasi otonomi daerah ber-
dampak positif terhadap kinerja perekonomian 
provinsi Riau berpengaruh terhadap pendapat-
an dari sektor pajak dan PAD. Krisis ekonomi 
yang terjadi tidak banyak berpengaruh terha-
dap PDRB provinsi Riau. 

Saran. Pemerintah daerah mempunyai ke-
wajiban untuk meningkatkan pelayanan kepa-
da masyarakat secara demokratis, adil, merata, 
dan berkesinambungan. Dengan semakin besar 
belanja dan pendapatan yang dikelola daerah 
maka profesionalisme aparat pengelola keuang-
an daerah sangat penting, sehingga dituntut 
kemampuan melaksanakan tugas yang semakin 
kompleks. 

Pelaksanaan otonomi daerah, harus diarah-
kan dan dipacu ke arah yang lebih akseleratif, 
untuk menunjang pemberdayaan masyarakat 
dan terwujudnya hubungan yang harmonis 
antara Kabupaten/Kota dengan provinsi dan 
pemerintah pusat serta terciptanya integritas 
bangsa dalam koridor Negara Kesatuan Repu-
blik Indonesia, dan memperkecil pendekatan 
yang mengedepankan aspek emosional kedae-
rahan. Oleh karena itu tolok ukur kinerja 
sebagai alat ukur yang dipakai masih perlu 
ditingkatkan. Hal ini dapat dilakukan dengan 
terlebih dahulu memperhatikan indikator ki-
nerja keuangan, yaitu berupa rasio-rasio ke-
uangan daerah; Belanja pemerintah di bidang 
pertambangan perlu dikurangi dan pelaksana-
an belanja pertambangan sebaiknya digabung 
dalam badan usaha milik daerah tanpa harus 
memakai dinas tersendiri dan harus menimbul-

kan keuntungan yang jelas; Peningkatan kuali-
tas sumberdaya manusia, sehingga mampu 
menerapkan pengelolaan keuangan secara lebih 
baik; Pengelolaan keuangan secara baik dimulai 
dari membuat pencatatan penerimaan dan pe-
ngeluaran keuangan pemerintah atau pengim-
plementasikan akuntansi pemerintah secara 
proporsional di masing-masing instansi peme-
rintah, sesuai dengan Standar Akuntansi 
Keuangan Pemerintahan. 

DAFTAR PUSTAKA 

Bastian, Indra. 2006. Sistem Perencanaan dan 
Penganggaran Pemerintahan Daerah di Indo-
nesia. Jakarta: Penerbit Salemba Empat. 

BPS. 1982-2008. Riau dalam Angka 1982-2008. 
Pekanbaru: Badan Pusat Statistik provinsi 
Riau. 

Devas, N. 1989. Keuangan Pemerintah Daerah di 
Indonesia. Edisi Pertama. Jakarta: UI- 
Press. 

Elmi, B. 2002. Keuangan Pemerintah Daerah Oto-
nomi di Indonesia. Jakarta: UI-Press. 

Fuady. 2002. Memahami Anggaran Publik. Yogya-
karta: IDEA Press. 

Kunarjo. 2002. Perencanaan dan Pengendalian 
Program Pembangunan. Jakarta: UI-Press.  

Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen 
Keuangan Daerah. Yogyakarta: Penerbit 
Andi. 

Nazir, Moh. 1999. Metode Penelitian. Cetakan 
Keempat. Jakarta: Ghalia Indonesia. 

Rosen, H.S. 2002. Public Finance, Sixth Edition. 
New York: Mc.Graw-Hill. 

Santoso, Singgih. 2005. Menguasai Statisitik di 
Era Informasi dengan SPSS 12. Jakarta: Alex 
Media Komputindo. 

World Bank. 1998. Public Expenditure Mana-
gement Hand Book. Washington DC. 

 


